SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum

dalam penerapan sistem pengelolaan pajak daerah, agar
dapat berjalan tertib, efektif, efesien dan akuntabel,
diperlukan pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan
pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah
Laut, maka perlu pengaturan pelaksanaan Petunjuk
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaen
Tanah Laut;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten
Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang
Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1565);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2018
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Berita Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan

Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

Kepala Derah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi
yang lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya Badan adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Instansi Pemungut adalah adalah Instansi yang oleh Undang-Undang
diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.

Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak terutang sampai
kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual
barang-barang yang telah disita.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya
penagihan Pajak.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
bertugas melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketiga dan
Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan
atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT.
PLN (Persero).

Penggunaan Listrik dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga listrik
selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo,
dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun
bukan PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-
lainnya.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan tenaga listrik.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah, penentuan
besarnya Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah, serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak Daerah untuk
mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak Daerah atau usahanya
ke Badan Pendapatan Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
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perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

NJTL adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat KVA adalah Kapasitas
Daya Terpasang.

Jam menyala adalah menyala perbulan berdasarkan hasil pendataan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN DAN SUBJEK
PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap
penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain.



(2)

(3)

Pasal 3

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber yang
dihasilkan sendiri untuk keperluan rumah tangga dengan
kapasitas tidak lebih dari 1300 watt; atau

d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk
tempat ibadah.

Pasal 4

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka
wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK,
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK, DAN MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik.

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam
rekening listrik; atau



(3)

(4)

b. dalam hal listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
biaya pemakaian tenaga listrik.

Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku
pada saat yang sama.

Pasal 6

Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dikategorikan sebagai berikut :

(1)

(2)

(1)

(2)

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur menggunakan
formula sebagai berikut :
NJTL = KWH/bulan x Harga Satuan Listrik.

b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur
menggunakan formula sebagai berikut :

a). Pemakaian Daya >200 KVA :
NJTL = Daya (KVA) x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x Harga
Satuan Listrik x Coscp.
Coscp = 0.85

b). Pemakaian Daya < 200 KVA :
NJTL = Daya (KVA) x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x Harga
Satuan Listrik.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Pajak
Pasal 7

Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Jual Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Pajak
Penerangan Jalan yang besarannya telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Ketiga
Masa Pajak
Pasal 8

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan 1 (satu) bulan kalender buku pencatatan.

Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak yang menggunakan
tenaga listrik dari PLN dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).

Pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak yang menggunakan
tenaga listrik bukan PLN dilaksanakan oleh Badan dan dapat
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 10

Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain bukan PLN, wajib melakukan Pendaftaran Pajak Daerah
dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, Badan
menerbitkan NPWPD.

Paragraf 2
Pendataan
Pasal 11

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal bulan wajib
mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati melalui Badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.



(1)
(2)
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(2)

(3)

(1)
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(3)
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Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 12

Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku sebagai SPTPD.

Besarnya ketetapan pajak diterbitkan dalam rekening listrik PLN atau
termasuk dalam voucher listrik isi ulang.

Pasal 13

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Badan menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak
mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3).

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak,
Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan :

a. apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang
pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak; dan

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila
didata baru atau data yang semula belum terungkap yang
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menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi 2% (dua
persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
pemeriksaan.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran
Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak
Yang Menggunakan Tenaga Listrik PLN
Pasal 15

Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada saat pembayaran
besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik atau voucher
listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PLN.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik
Pemerintah Daerah serta penertiban penerangan jalan umum tidak
resmi akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bupati
dengan Pimpinan PLN (Persero).

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Pajak
Yang Menggunakan Tenaga Listrik Bukan PLN
Pasal 16

Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik
bukan PLN dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1
x 24 jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.
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Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak tanggal diterbitkan.

Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas
waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan
Penundaan Pembayaran
Pasal 17

Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang
atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
terutang diatur sebagai berikut :

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan alasan
yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah
diterima Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh
tempo pembayaran yang telah ditentukan dan harus melampirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonan;

c. terhadap permohonan perbayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan, dituangkan
dalam Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun
penundaan yang ditandatangani bersama Kepala Badan dan Wajib
Pajak yang bersangkutan;

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh)
kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung
sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain
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oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat
diterima;

penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat)
bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang
termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak
yang dapat diterima;

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah
sisa angsuran;

2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara
besarnya sisa pajak yang belum atau diangsur, dengan pokok
pajak angsuran;

3) pokok-pokok angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran;

4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

5) besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar
2% (dua persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak
dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap
bulan;

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai
berikut:

1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga
2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2%
(dua persen) sebulan; dan

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan
permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak
yang sama.
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BAB V
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :
pajak daerah tidak atau kurang bayar;

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :

a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lainnya yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,
dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo
pembayaran;

b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat
peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib
Pajak harus melunasi pajak yang terutang; dan

c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan
atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Badan
menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain
yang sejenis.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak
mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan
pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, Kepala Badan segera
menerbitkan perintah melaksanakan penyitaan.
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Pasal 20

Penagihan pajak dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
apabila:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya aau berniat untuk itu;

b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang
dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan
di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda wajib pajak atau penanggung pajak akan
membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya
atau memekarkan usahanya atau  memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan/atau

e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak
oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI
PENYITAAN
Pasal 21

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat paksa, maka
Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik wajib
pajak atau penanggung pajak.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk
Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, dan Saksi-Saksi.

Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan
tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang
berwenang di wilayah objek pajak.

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak atau
penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh juru sita pajak daerah dan
saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat,
meskipun wajib pajak atau penanggung pajak menolak
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menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat
barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada,
dan/atau ditempat-tempat umum.

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang
memuat sekurang-kurangnya :

kata “disita”;
nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,
meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 22

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau
penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada
ditangan pihak lain atau dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu
yang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau
bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan
lain; dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi tertentu.

Penyitaan terhadap barang wajib pajak atau penanggung pajak badan
dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus
kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,
baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan
maupun di tempat lain.

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan
cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 24

Penyitaan dapat dilaksanakan atau dicabut dengan menerbitkan surat
pencabutan sita oleh Kepala Badan selaku pejabat dan menyampaikan
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kepada wajib pajak atau penanggung pajak oleh juru sita pajak daerah
apabila :

(1)

(2)

(3)

a. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak;

b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
dan

c. ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VII
LELANG
Pasal 25

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan,
Kepala Badan selaku pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.

Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang
tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau
bentuk lainnya yang dipersamakan, obligasi, saham atau surat
berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan
lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :

a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerima, Bank atau tempat lain
yang ditunjuk;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan
ke rekening Bendahara Penerima, Bank atau tempat lain yang
ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan
di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;

e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang pembagian
hak menagih dari wajib pajak atau penanggung pajak kepada
pejabat; dan

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta

persetujuan penagihan hak menjual dari wajib pajak atau
penanggung pajak kepada pejabat.
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Pasal 26

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan paling singkat 14
(empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali
dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan
melalui media massa.

Pasal 27

Lelang tetap dapat dilakukan walaupun keberatan yang diajukan oleh
wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan
keberatan.

Lelang tetap dapat dilakukan tanpa dihadiri wajib pajak atau
penanggung pajak.

Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak
telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau
berdasarkan putusan pengadilan atau pungutan pengadilan pajak atau
objek lelang musnah.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya atas sesuatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. permohonan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya
dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
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Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu
tahun pajak.

Pasal 29

Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat
ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara
bersamaan oleh Kepala Badan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan
pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat
paksa, diselesaikan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti
bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan tidak benar;

b. dalam hal pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
secara jabatan, wajib pajak harus membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan
dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain
harus dengan melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan
pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan
melampirkan fotokopinya; dan

e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib
pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Pasal 30

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan,
tetapi masih dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf e, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat
meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 32

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat
keberatan diterima, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak,
yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat
keputusan penolakan keberatan.

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat
dan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
jawaban, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap
dikabulkan.

Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan
lapangan, maka Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya
untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan
dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.

Terhadap surat keberatan yang memerlukan pemeriksaan lapangan,
Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun
masukan dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan
pajak.

Pasal 34

Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak daerah atau laporan hasil
koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya
untuk membuat telaahan pemandangan keberatan pajak.

Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuknya membuat petikan
surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh
Kepala Badan.

Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya melaporkan
petikan surat keputusan keberatan pajak kepada Kepala Badan secara
periodik.

Pasal 35

Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak
dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak daerah yang
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dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas
permohonan wajib pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada
Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima surat (petikan) keputusan keberatan dengan memberikan
alasan yang jelas.

Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan
keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat
keputusan penolakan pembetulan atas keputusan keberatan.

Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding
Pasal 36

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada
pengadilan pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima,
dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 37

Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada pengadilan pajak.

Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihapus dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan sebelum siding dilaksanakan; atau

b. putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan
terbanding.

Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan
kembali.



22

Pasal 38

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dalam hal
banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding
hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah
dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 39

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
PLN
Pasal 40

PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati melalui
Badan berupa :

a. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perjenis tarif untuk
penggunaan listrik pasca bayar;

b. rekapitulasi penggunaan voucher listrik isi ulang untuk listrik
prabayar; dan

c. rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Bagian Kedua
Bukan PLN
Pasal 41

(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.

(2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam buku
menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.



23

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Bentuk Simulasi Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dan Bagan Alur
Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 32



